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Mengiogat 

PEERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 2004 

TENTANG 

RETRIBUS! IZIN USAHA PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATL JEPARA. 

a bahwa untu.k meningkatka Pendapatan Asli Dacrah khsusya 
dibidang perikanan, dalam menu0yang pembaogunan daera 
dipertukan keterpadaan peratan Peroerintah Daera.h dad 
masya.a.kat dalam penyclenggaraat usaha perikaat, 

h. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyclenggaroan 
usaha perikanan sebageimana dimaksud huruf a, perlu diatur 
penananya, 

c. bahwa berdasark.an pertimbangan huruf a dan b, maka ntuk 
pelaksaan pemberian lzin Llsaha Perikaan serta penarik.an 
Retibusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daera.h 

f. Undang-undang Nomor 13 Tahu 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaw.a 
Tengah; 

Undang-undang Nomor 
(Lembaran Negara Tahon 
Negara Notor 3299) 

9 Tahu 1985 tentang Perikaran 
1985 Nomor 16, Tambahan Lemberan 

3. Lndang-undang Noror 6 Tahu 1995 te0tang Perairan Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1996 N6mo 73, Tabehan Lemboran 
Negara Nomor 3647) 

4. Lndang-undang Nomor 18 Tahu 1997 ten.tang Pajak Daerah dan 
Retribusi Darah (Lembaran Negars Tahu 1997 Nat 41, 
Tarbahan Lember Negara Noror 3685) scbagairmana tela.h 
diubah dengan LJedang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lemberan 
Negara Tahon 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkngan Hidup (Lembaran Negara Tahu 1997 Nocor 68, 
Turbeha Lermbaran Negara Norr 3699; 

' 
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6. Undangundag Noror 22 Tau 1999 tentag Pererintaha 
Daerah (Lembaran Negara Tahu 1999 Nomor 60, Tambaban 
Lerbaran Negara Noror 3839 

7 Peraturan Pemerintah Noor 25 Thu 2000 tentag Kewenagan 
Penerinth de Pererintah ropinsi Sebagai Daerh Oto»nor 
(Lermbaran Negara Tahu 2000 Nornor S4, Tarbahan Lembaran 
Negara Nom6e 3952) 

8. Peraturan Pererintah Noor 66 Tahu 2001 tentsg Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahu 2001 No1or 119, Tanbahan 
Lembaran Negara Nomor 4139 

9, Peeatura Pererintah Noror 54 Thu 2002 tentang Usaha 
Perikanan (Lembaa Negara Tahu 2002 Noter 100, Tarbahen 
Lembarn Negara Nomor 4230) 

[0. Peraturan Pemerita.h Noror 62 Thu 2002 tentag Tarif atas 
Jeni Penerimaa Negara Buka Pajak yang Berlakcu pada 
Departemen Kelautan da Perk.aa (Lerbera Negara Tahun 
2002 Noor 118, Tanbahan Lembran Negara Nomor 4241 

II. Keputusan Menteri Dalam Negeri Noma 4 Tahu 1997 tert.avg 
Penyidilk Pegarwad Negeri Sipil di Lingkungan Pererintah Daerah; 

12. Keputusa Menteri Dalam Negeri Normo 174 Tahu 1997 ten.tang 
Pedoman Tats Cara Pemuguta Retribusi Daerah 

13. Peratran Deaerah Kabupaten Derrah Tingkt [I Jepara Nomor 6 
Tahu 1990 ten.tang Penyidilk Pegawai Negeri Sipil di Linglonga 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara; 

Dergan Persetujan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

MEMUJTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
RETRIBUSI LZIN USAHA PERIKANAN 

KETENTUAN UMUM 

Dala Peraturan Daerah ini yang dimaksud dergan 

Daerah adabah Daerah Kabupaten Jepears, 

2. Pemerintah Daerah adaleh Peenerintah Kabupaten Jepara; 
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3, Bupati adalah Bupati Jepara, 

4. Llsaha Perikanan adalah semoa usaha perorangan atau badan huku untuk mnenagap 
ata mnembudidayakan ik.an, termasuk kegiatan mnenyimpan, mending inkan at.au 
mengawetk.an da oengo.lah ika ata basil perairan lainnya untuk tujar komersial 

• Hasid Perairan adalah semua hasil perairan yang berupa ika, tum.bu.h-tumbuhan dan 
biota lain buk.an ik.an, eperti udang, kerang-kerang.an, bur-bur, peny, rum.put lat 
dan benda lain di perairan; 

6. Lsaha Budidaya kan adalah kegiatan memelihara, membesark.an dan atau merbiakk.an 
dan meranen has.ilnya dengan alat atau cara apapun termasuk. kegiatan men,yo.pan. 
mending ink.an a.ta moengarwctkanya untuk tujoa komersial; 

7, Budidaya di Darat adalah semua kegitan pemelihara.an yang dilaksanakan dengan 
mengguak.an fas ihtas pemeliharaan seperti tambak kolas, karamba, dan sawa; 

8. Usaha Penangkapan lkan adalah kegiatan usa.ha ant uk memoperolch ik.an di perairan yang 
tidak dalam keadaan dibudidayak.an dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan 
yang Ieng.gunakan kapa/'perahu untuk mnenoat, mengangkt, menyimpad 
mending ink.an, mengolath atau mengarwetkannya uwntuk tujuan kornersial; 

9 Lsaha Pengolahan lkan adalah kegiatan untuk mengolah/mengawetkan ikan serta has 
perikanan lainy.a yang dilakukan oleh perorangan at.au badan hokuno untuk tujan 
komersial; 

1. lzin Lsaha Perikanan adala.h iin trtulis yang harus dirihki perorangan atau bad.an 
hukum ntuk melakuka usaha perikaan deg.an mnenggnakan saran.a produsi yang 
tercantum dalam izin terse but; 

1 Retribusi Perizinan Usaha Perkaan yang selanjvtnya disebut Retribusi Daerah adalah 
pembaryaran atas pelaryanan perizinan usaha perikanan, 

12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pererintah Daera.h 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinasn, pongturan, pen.gendalian, dan pong.awasa at.as kegiat.an pemafaatan 
fang, penggunaan sumber daya ala, barang, pas.a.aha, saran% atau fasilitas tertentu 
gona melindangi epentingan rum dan menijag.a kelestarian bing ungan, 

I3. PerahuKapal Perikana adalah saran apung yang dignakan oleh nelayan dalarm 
operas penangkapa ika 

4. Badan adalah sckumpulan orang dan/atu modal yang merupaka kesat an balk yang 
melak u.k.an usaha toapun yang tidak melakukan usaha yang me hiputi perseroan terbat.as, 
perseroan komaditer, perseroan lairnya, Badan Usaha Milik Negara atau Dacrab 
dengan naroa dan dalam bentuk apapun, firra, koogsi koperasi, dana pens.in, 
persekutuan, perkumpulan, yaryaan, organisasi mars$a, organisasi sosia politik, a.tau 
organisas yang sejeris, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain0ya, 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjtya disingkcat SRD adalah Surat 
Keputusan yang mnenentuk.an besarnya jumla.h retribusi yang terutang' 

16. Surat Tag iha Retribusi Daerah yang sclanijutnya disingka STD adalah surat untuk 
melakukan tagthan Retribusi Daerah dan at.a sanksi administrasi beropa bunga at.a 
denda; 
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BAB II 

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAIIB RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 2 

Dengan aura Retribusi lzin Llsaha Perikanan di pungut Retribusi Derah sebagai pembayaran 
alas pelayanan perizinan usaha peril.anan, 

Obyelk Retribusi Deerah adalah irin usaha per~kcaan yang terdii dari 
a, Usaha budidarya di tarbeak; 
b. Usha permbeniha udag / ikan; 
c. Lsaha budidaya ikn/rurput lat darn lair-lain di perairan lat, 
d. Usaha penampuga/perdagangan benih ila/udang; 
e. Usaha penangkapan ikan; 
f Lsaha PengolahPengarweta [kan 

Subyek Retribusi Daerah adalah Orang pribedi atau baden yang mergeroleh pelayanan izin 

saha perikanan 

Wajib kRetribusi Daerah adalah Orang pribedi atau hadan yang diwajibk.a melalcukan 
permbaya.ran at.as pelayan izin usaha perik.aa 

BAB II 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Retribusi Periina Usaha Perikanan termasuk golorgan Retribugi Periinan tertent u 

BAB IV 

KETENTUAN IZIN DAN JANOKA WAKTU BERL AKUN YA 
ZIN USAHA PERIKANAN 

Pasal 7 

(D) Setia Pendirian Usaha Perikanan wajib mergeroleh Izin Usaha Perikanan dari Bupoti 

(2) Bupati berhak menutup Lsaha Per~kanan yang tidak meritii izin 

Tat car dan syaat-syurt Perebetian lzin Usaha Perikcaean ditetapkan oleh Bupat.i 

Pasal 9 

(D) lzin Lsah Perkana berlaku selana perusahaan yang bersangkuta masih menjalack.an 
kegiatan Usaha Perikcnen 

4 
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(2) Setiap 3 (tigs) tabun sekali pemegang iin wajib medaftarkan ulong 

BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasa 10 

Tingkat penggunaa jasa diukcur berdasarkaen Jenis lzin yang diberikca 

BAB VI 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARN YA 
TARIF RETRIBUSI DAER AH 

Pasa L2 

(l Prinsip dan sasaran da.lam penetapan struktur dan besarrya tarif Retribusi Daera.h 
didasarkan pada tujan untuk menutup sebagian ata Sama dengan biaya 
penyelenggaraan pemberia izin 

(2) Biaya sebagaiaa dirak sud dala aryat (I) meliputi komponen biaya administrasi 

BAB VII 

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUS! DAERAH 

Pasal 13 

( Struktur dan bersaya tarif retribusi daerah ditetapkan sebagai berikut 

a. Lsaha Budidaya di Tabak 
Lsaha Budidaya Tambe Udang, perhektar 
a) Teknologi lntensif, sebesar Rp. 60.000,00 (ena puhuh ribu rupiah.) 
b) Telnologi Sederhana, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah 

2 Usaha Budidaya Tarrbak Ikan, perhektar 
e) Teknologi latensif, sebear Rp. 40.000,00 (empat puluh nibu rupiah,) 
d) Telnologi Sederhana, sebesar Rp. 20.000,00 (dun puluh ribu rupiah) 

h Lsaha Pemberiha (dang / ikcan 
) Untuk bak pembesaran larva dengen kapasit.as sampai dengan 10 (sepuluh) ton 

scbesa Rp, 100.000,00 (scratus ribu rupiah) 
2)Lntuk bak pembesaran larva dengan kapasitas diatas I0 (sepuluh) ton sebesar 

Rp. 200.000,00 (dua tatus ribu rupiah) 

c. Lsaha budidarya kar/rumput lat dan lain-lain yang dilak ukan diperairan lat sebesat 
Rp. 30.000,00/la (tiga puhuh ribu rupiah perhektar) 

d. Lesha penampunga/perdagangan berih ika/udang dengan kapasitas 
l) Sampai dengan lira ratus ribu ekor perhari, sebesat R, 100,000,00 (seratus ribu 

rupiah). 
2) Lebih dari lima ratus ribu ekor perhari, sebesar R, 200.000,00 (du ratus ribu 

rupiah). 

e. Usaha Penangkapan lkan 
). Menggunaka perahu/kapal bermotor dalam dengan ulkuran $ 10 (lira sampai 

sepuluh) Gross Ton dengan alat tangkap 
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, Puseine sebesar Rp. 140,000,00 (seratus erpat puluh ribu rupiah); 
2. Gill net dan sejenisrya sebesar Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah); 
3. Pancing da sejerisnya sebesar R, 80.,000,00 (delapan puluh ribu rupiah); 
4. Payang dan sejenisnrya sebesa R, 100.,000,00 (seratus ribu rupiah); 
$. Lampara sebesar Rp. 100.000,00 (scratus ribu rupiah); 
6. Muroani sebesar R, 100, 000,00 (seratus ribu rupiah) 

2. Untuk perahukapal bermotor dengan ukuran dibawah S (lira) Gross Ton tidak 
dikenaka tarif (Rp. 0,-) 

f Ugaha kegiatan pengolahan ik.an 

I) Pengolaha/pengawetan secara tradisioral dergan kapasitas produksi 

a) Kapasitas produksi sampai dengan (satu) ton perhari sebesat R. 40,000,00 
(empat puluh ribu rupiah) 

b) Kapasitas produksi I (satu) ton lebih sampai dengan 3 (tiga) ton perhari 
sebeser Rp. 60,000,00 (enamn puluh ribu rupiah) 

c) Kapasitas produksi lebih dani 3 (tiga) ton perhari sebesar Ro. 80.000,00 
(delape puluh nibu rupiah) 

2) Pengolaha/pengawetan ikan dengan proses menggunakan resin dengan 
apa.sit.as produoksi 
a) Kapasitas produksi sampai dengan 3 (tiga) ton perhari sebesar Rs, 400.000,00 

(enpat ratus ribu rupiah) 
b) Kapasits produksi 3 (tiga) ton Jebih saped dengan S (lira,) ton perhari 

sebesar Rp, 600,000,0 (enam ratus ribu rupiah) 
c) Kapasitas produksi S (lima) ton lebih perhari scbesear Rs, $00.000,00 (delapan 

matus ribu rupiah) 

(2) Untuk Pendaftaran Llang dikenakan biaya sebesat 50 % (lima puluh prosen) dari tanif 
sebagaimana diraksud dalam ayat() 

BABVl!I 

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG 

Pasal 14 

Retribusi Terhutang terjadi pade sat ditetapkeen SKRD «tau dokumen lain yang dipersarakan 

MASA RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 15 

(l Mase Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bula terhitung sejak tactggal izin Usaha 
Perikanan dikeluark.an 

(2) Setelah lewat jangka waktu selagaimana dimaksud dalam ayat (I), maka hake untuk 
mermanfiatka lzin Usaha Perik.can menjadi gugor 
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BAB X 

WILAY AH PEMUNOUTAN 

Pasal I6 

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pass IT 

(p Peeurngutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan 

(2) Retribusi Daera.h dipungut dengas mengguaka SKRD ata dokumen lain yang 
diperarakc.a 

BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 8 

() Peebayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sck.aligs dimokca 

(2) Penbeyaran Retribusi Daerah dilakcukan di ks Daerah atau tempeat lain yang diturnijuk 
sesuad waktu yang ditentuka den.gan mengguaka SKRD tau dokuren lain yang 
dipersacra.k.an. 

(3) Dalam heal perbaryaran dilaku.kan di terpat lain yang ditunijuk, maka basil peneriraen 
Retibusi Daerah harts di setor ke Kas Daerah selambat-larbatnye J 24 jam ata 
dala waktu yang ditentukan oleh Bupati 

BAB XIII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 19 

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak memberyar tepat walk.tu at.an rang membaryat, 
dikenakan sank.si administrasi berpa bung sebesa 2 % (dua prosen) setiap bulan dari 
Retribusi Daerah yang terhutang yang tidak atau kurang dibayer da ditagih dengan 
menggurekan STRD 

TATA CARA PENAGIHAN 

(I Pengeluaran Surat Tegutan tau peringatan ata surat lain yang sejenis sebagai aowal 
tindaka pelaksaraan penagiha Retribusi Daerah, dikeluarkn segera setc\ah 7 (tu#uh) 
hari sojyak jat uh tempo pembayaran 
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(2 Dulan jangk waktu 7 (tujuh) hati setelah tacggal surat teguran ata pentgatan ata 
srat lain yang sejenis, wjib Retribusi Daerah bars meluasi Retribusi Daerah 
terutang. 

( Surat teguran at.a peringat.an at.au surat lain yang sejeris sebagairona dlirak sud da lam 
ayat (I dikeluarkan oleh Pejabot yang ditnjk 

Bentuk fionulir yang dipergunaka untuk pelalkcsaaa penagihen Retribusi Daerabh 
sebagaimane dimeak sud dale pasal 20 ayat (I) ditetaplan oleh Bupati 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 22 

(l) Bupati dapat memberikan pong uran.gan, keninganan dan pembebeasa Retribusi Daerah 

(2) Tatscara pemberia pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah 
sebegaimans dimak sud dala aryat () ditetapkaan oleh Bupati 

BAB XVI 

KADALUWARSA 

(I Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jagka wa.ktu 3 (tiga) 
tahon, terhitung sejak seat terutagnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi 
moelakcuka tindak pidea di bidang Retribusi paerah 

(2) Kadalwarsa penagihan Retribusi Daerah sebegairana diraksud ayat (I), tertangguh 
apabila 
a. Diterbitka Surat Teguran, atau; 
b. Ada pengakuan hutang Retribusi Deerah dari wajib Retribusi Daerah beaik langsung 

mapun tidak langsung 

BAB XVII 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pelaksaran dan Pengawass Perturse Daerah ini dilalkuka oleh Perangkat Daerah yang 
ditunijuk oleh Bupeti 
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BABXVl!l 

KETENTUAN PIDANA 

(D Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajihannya sehingga merugikan 
keangan Daerah diancam pilana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak 4 (empat) kali jurlah Retribusi Daerah yang terhutang 

(2) Tidak pidana sebagairmana yang dimaksud ayat (I) adalah pelaggaran 

BAB XIX 

PEN YIDIKAN 

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipi] tertent di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
weweoang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah 

(2 Wewenang penyidik sebagaimana dirnaksud ayat() ad.alah 

a. Meneria, mencati, mengurpukan, dan meeliti keterang.an at.a laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah agar keteraogan at.a 
laporan tersebut meniadi lebih lengkap an jelas; 

b. Meneliti, meneari dan mengumpulk.an keterangan moengenai orang pribadi atau badan 
entang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubogan dengun tindak pid.an.a 
Retribusi Daerah 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah, 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkeo@an diengan tindak 
pidana bidang Retribusi Daerah 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatk.an bahan bukti pembukuan, pencatat.an, 
dan dokumen-dokumen lain serta melakuka penyitaan terhadap baha bukti 
tersebut 

f Merinta bat an tenaga ahli dalam rangka pclak.sanaun tugas penyid.ikan tinda.k 
pidana di bidang Retribusi Daerate 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang Sescorng meringga.lk.an ruangan al.au te1pat 
pada saat pemeriksaan sdang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan aai 
dolumen yang dibarwa sebagairoana yang dima.ksud dalarm huruf (e) tersebut diatas; 

h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah, 

Merag.gil orang orotuk didengatr keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
at.a $aksi 

j Menghentkan penyidikan, 

k, Melakukan tindakan lain yang perlu uwntuk kelancaran pen yidikan tindak pidaa di 
bidang Retribusi Daerah menurut huwkuen yang dapat dipertanggungjawabkan 
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da menyampaiks has.ill penyidilean kepode penutut urun sesuai dengan Undang­ 
Unlang tentang Hokum Acar Pidea.n.a 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Hal-hal yang belur diatur dalam Peraturan Daera.h ini sepanjang moengenai pelaksaaanya 
aka diatur kerodian oleh Bupat 

Peratura Daerah ii rulai berlaku pade tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahui0ya, fererintabkan Penguoodagan Peraturan Dcrah ind 
dengan penerpataya dala Lernbara Daerah 

Ditetaplan di Jepara 
pada Taggal 27 Jacqui 2004 
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Diundangian di Jepara 
pade tanggar 27 Januari 2004 
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PENIELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 3 TAHUN 2004 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

L. PENIELASAN UMUM 

Untuk menjamin adanya kepastia berusa.ha dan sebagair urpaya Pererintah Daerah 
dalam membins dan mengembangk.a Llsaha Perk.ana di Daerah diperlukan adany« 
peagaturan perizinan dibidang ursaha perikanan 

Dalam penyelenggaraan otonormi Daerah secbagairmana yang diaranatkan dalam 
Undang-Lndang Nomor 22 Tahu 1999 tent.ag Pererintahan Dae-rah, maka pendapatan 
Deerah khususya yang bersumber dai Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah sat@ 
somber pembiayaain yang handal, oleh karena tu perlu dilak sanakan intensifikasi mapun 
ekstensifkasi terhadap sumber-sumber Retribusi baru disertai dengan pengaturan yang 
mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efekatif dan efisien schingga dapat merggerakkan 
poran serta masyara.kat dalam pembiaya.an pembarguna Daerah 

Dengan berlakunya Undang-Lndang Nomor 34 Tahu 2000, yang memberik.an 
kelehasaan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan sesuai potensi dan 
kewenangan daerah, maka perlu megatur Retribusi lzin Lsaha Perikatan dalam Peraturan 
Daerah 

IL. PENIELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d 12 

Pasal 1 ayat () yang dirak sud dengan. 
al.a) usaha bud daya tambak udang teknologi intensif adalah 

memelihara udang dengan padat penebaran benur 
150.00 ekor/la/musir tanam at.a lebih disertai 
dengan pemberatasan has, pemberia pekan sesua 
dengan kcbutuhan, perupuk.an, sistem pengainanya 
enggunaka poopa dan kincir air 

b) usaha budidaya taboa.k dang tehnologi sederhana 
adalah memelihara udang dengan pad.at penebaran bent 
12.000 <60.000 eko/Ha/mnusim tanamn, disertai dengan 
peopukan dan pemberantasan hara, tan.pa pember ian 
pa.kan tamba.han 

2a) usaha budidaya tambeak ikan tekenologi intensif adalah 
mermelihara ikan dengan padat pencbaran benih ika 
2 10.000 ekor/Ha/musim taam, disertai dengan 
pempukan dan pemberantasan hara, dan pemberiao 
pakan tambahan, sistem pengairanya men@goak.an 
popa dan kincir air 

b) saha budidaya tambak ikan sederhana adaah 
memcbhara ikan dengan padat penebaran benih ikat 
<10.00% ekor/Ha/musim tebar (pemelihara.an) 

" 
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Pasal 14 s/d 16 

Pasal 17 ayat ( 

Ayat 2) 

Pasal 18 8/ 28 

b. permbeniha udang adalah kegiatan terbiakk 
(menghasills benih) dang dalam urur, bentuk dan 
ukuran tertentu yang belut dewass 

c. budidaya lain-lain adalah budidarya rajun.gan, kepiting, 
karambe, kerang-keranga dan biota laut lainrya yang tidak 
dilindungi 

e. pengertian gross ton (GT) adalah ukran besaran ya.ng 
men.jukkan kapasit.as/volume ruang yang tertut up da 
diaggap kedap air, bailk yang berada diberwah geladag l 
diotas geladag. 
Car menghitngrya. GT LDLX BDL.LHx Cb 

2,8328 

LDL. panjang garis geladeg kapal, BDL lebar gani 
geladag kapal, H tinggi kapal, C koefisien block. Cb 
untak kapal ant.ara 0,4-0,6. 

cukup jelas 

yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah belrwa seluruh 
proses kegiatan pngutan Retribusi Deersh tidak dapat 
diserahkan kepada piha.k ketiga, narurn dimungkirkn adaya 
kerja sea den.gan pihak ketiga dalam proses perungutar 
Retribusi antara lain pencetaka formulir, pengriman surat-surat 
kepada wjib retribusi, at renghimpun data Oby«eke Retribusi 
dan Subyek Retribusi 
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamaka dengain pihak ketiga 
adala.h kegiatan penghitungan besarrya retribusi terhutang, 
pengawasan,penyualoha retribusi da penarik.an retribusi 
Yang dirmak.sud dokumen lain yang dipersarakan adalah 
kuitansi 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 


